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ABSTRAK

Vinka Audrina Sahrir. 2022. Nuryanti Mustari dan Ahmad Harakan. Penggunaan Sistem
Informasi Partai Politik (STPOL) dalam mewujudkan PEMILU Berintegritas di Indonesia
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nemilthan presiden dan

memiliki visi menjadi suatu penyelenggaraan pemilihan umum yang mandiri, professional
,dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER DAN JURDIL (Saputra, 2021).
Tentunya untuk mendukung suatu penyelenggaraan pemilu yang berintegritas maka KPU

hadir dengan membuat inovasi dengan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik atau




sistem informasi Partai Politik sebagai suatu persyaratan dalam proses pendaftaran calon
peserta pemilu.

Penggunaan Sistem Informasi Partai Pe akan meningkatkan keakuratan data

PARPOL yang dipersyaratkan dalam

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kelima, proses pemungutan dan
penghitungan suara yang dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil. Keenam, sistem penegakan hukum pemilu yang dilakukan secara adil dan tepat wakitu.
Ketujuh, partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu, Sistem Informasi
Partai Politik sebagai media pemilu berintegritas dalam pelaksanaan PILEG serentak 2019




Institute For Democracy And Eelektoral Assistance (IDEA) telah melakukan riset

terhadap penggunaan sistem informasi di berbagai negara dalam penyelenggaraan Pemilu.
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penting tentu akan menyebabkan kredibilitas dan integritas proses penyelenggaraan Pemilu
menjadi dipertanyakan. Kedua,berkaitan dengan tingkat keamanan sistem informasi,
Apabila tingkat keamanan sistem informasi lemah, maka sangat dimungkinan sistem
informasi tersebut bisa diretas oleh pihak lain. Ketiga, berkaitan dengan kesiapan sistem




informasi dan server ketika sistem informasi mengalami gangguan,Berkaitan dengan arah
kebijakan pengaturan sistem informasi Pemilu secara garis besar tidak ada perbedaan yang

signifikan antara Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019. Baik dalam UU No. 8 Tahun 2012

maupun dalam UU No. 7 Tahun 201

Membiarkan urusan detail yang akan ditambahkan dikemudian hari; (3) Memanfaatkan
pengetahuan ahli; (4) Lebih mudah mengubah daripada UU; (5) Lebih banyak waktu dapat
diambil untuk mempertimbangkan peraturan delegasi. Sedangkan kelemahan apabila




peraturan di delegasikan adalah peraturan yang dibuat jauh dari keinginan parlemen yang
dipilih secara demokratis,
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yang mendapatkan hasil terdapat empat alasan mengapa diperlukannya proses verifikasi bagi
seluruh calon peserta pemilu tahun 2019. Pertama, tidak adanya jaminan bahwasanya ketika

peserta pemilu tahun 2014 lolos tahap verifikasi akan memenuhi persyaratan sebagaimana
ditetapkan oleh UU pemilu yang baru. Lalu, proses verifikasi perlu dilakukan dengan
faktanya satu tahun setelah pemilu dilaksanakan beberapa kantor parpol sudah tutup.




Terkahir, dilapangan realita yang menunjukkan banyak data keanggotaan partai politik tidak

valid dan terindikasi dimanipulasi oleh pengurusnya.
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adalah sama-sama meneliti tentang sistem informasi partai politik (SIPOL) dan perbedaan
adalah menekan bagaimana Sistem Informasi Partai Politik digunakan sebagai alat atau
media yang menunjukkan suatu pemilu yang berintegritas yang dilihat dari proses verifikasi
untuk para calon peserta pemilu dalam pemilihan legislatif 2019 Berdasarkan paparan latar
belakang masalah terlampir maka judul yang diambil penulis adalah PENGGUNAAN




SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM MEWUJUDKAN PEMILU

BERINTEGRITAS DI INDONESIA

Hasil penelitian ini tentu diharapkan memberi kontribusi positif dalam pengembangan
kinerja serta menjadi sumbangan wawasan dalam menerapkan beberapa teori yang peneliti







BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu beftujL nendapatkan berbagai perbandinga

s pandangin Tocny enisi penulis. Selain itu juga
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melakukan suatu perbaikan
yang lebih inovatif,




RAHMAWATI Penerapan Sistem | Penerapan SIPOL semua

:,.,_- ‘z :i "’
\ i ~\\ . 5/

/I:

e
[ Y.

10




ALDHO Malpraktik dalam proses
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pembuatan topik penelitian. Dalam Penelitian penulis, penulis akan mengkaji SIPOL
yang akan dijadikan suatu media guna menciptakan suatu pemilu yang berintegritas
dengan mengacu pada proses verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu.
Sedangkan dalam beberapa peneliti diatas menggunakan SIPOL sebagai media baru
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dalam proses administrative serta melihat lika-liku dari pengimplementasian aplikasi

sistem informasi partai politik atau SIPOL ini.
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b. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)

SIPOL merupakan sebuah inovasi dari Komisi Pemilihan umum selaku
penyelenggara PEMILU yang bertujuan memudahkan administrasi pada verifikasi menjadi

calon peserta pemilu. Dilangsir dalam sebuah buku catatan Refleksi Verfikasi Peserta Pemilu
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PILEG 2019, dalam pelaksanaan PILEG 2019 tentu membuka suatu tantangan baru yang

akan dihadapi KPU selaku penyelenggara PEMILU dalam menjalankan amanat dalam

tahapan registrasi, sampai penetapan partai politik peserta pemilu 2019 Hal tadi mampu
diatasi dengan menimbang kebij : /\ ip pemilu berintegritas yaitu asas
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Pemilu 2014. E

verifkasi, serta penetapd

Sistem informasi Partai Politik atau SIPOL. tidak mudah memang mendorong perubahan,
nammpempanB[PﬂLmﬂmpakmsebmhpembahaﬂyang“peﬂumhmsmmk
dilakukan”, bukan sebuah perubahan yang bersifat “baik bila dilakukan”. Tanpa SIPOL, akan

sebagai sangat sulit buat menilik dokumen serta data pemenuhan syarat parpol peserta pemilu
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yang mencapai jutaan unit. Pemeriksaan secara manual mampu saja dilakukan, namun itu

berarti butuh waktu yang lebih banyak, sekaligus dengan risiko ketidakakuratan yang lebih
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terkait pemenuhan syarat registrasi ke SIPOL sebelum mereka mendaflar ke kantor KPU.
Data yang wajib dimasukkan dalam SIPOL meliputi data kepengurusan di tingkat sentra,
provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; data keanggotaan parpol pada kabupaten/kota;
serta data pendukung pemenuhan syarat menjadi peserta pemilu. Setelah data diunggah ke
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SIPOL, maka parpol kemudian mencetak formulir persyaratan untuk diserahkan ke KPU
waktu registrasi. dari banyak sekali fitur yang tersedia, setidaknya ada tujuh fitur utama yang
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pembentukan peraturan kelembangaan tersebut pada Pasal 174 ayat (3) dan pasal 178 ayat

(3) dan (4) UU No 7 tahun 2017

Mengenai fungsi dari SIPOL sebagaimana terlampir dalam PKPU No 11 tahun 2017
SIPOL digunakan ketika parpol akan mendaftar sebagai peserta PEMILU sehingga data-data
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yang akan disampaikan ke pihak penyelenggara pemilu atau KPU pun parpol menyampaikan

melalui SIPOL. Adapun rincian tugasnya sebagai berikut:

tingkat provinsi dan kabupaten/kota; |
c. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan
pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhimya
tahapan Pemilu;
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d. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik
kepada KPU; dan
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_\%,‘ AT

disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau
sebutan lain melalui Petugas Penghubung, dan daftar nama dan alamat
anggota Partai Politik, dengan daftar nama dan alamat;
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3) Dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik
yang tidak memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi jumlah anggota
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dan terencana di Indonesia. Tricahyo, (2009) mendifinisikan pemilihan umum sebagai:
“Secara universal pemilihan umum merupakan instrument mewujudkan kedaulatan rakyat
yang berhasil menghasilkan pemerintahan yang valid dan sarana mengartikulasikan aspirasi

20




Beberapa pendapat diatas dapat mengungkapkan bahwa pemilihan umum ialah
instrumen buat mewujudkan kedaulatan masyarakat, membentuk pemerintahan yang legal

dijalankan oleh wakil-waki
masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh presiden dan dewan
pewakilan yang juga dipilih secara langsung. Anggota legislatif maupun Presiden telah
dipilih secara langsung, maka segala fungsi kekuasaan dan wewenang akan bertindak untuk
mewakili dan benar-benar bertindak atas nama rakyat. Maka wakil rakyat tadi harus

21




ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum. berdasarkan (Asshiddigie et
al., 2013) pentingnya penyelenggaraan Pemilihan umum secara terencana tadi dikarenakan
beberapa sebab diantaranya sebagai berikut:
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bebas dan adil (free and fair election). Konsep adil serta bebas ini artinya merefleksikan
Pemilu yang substantif dan Pemilu sesungguhnya (genwine election) yang mencerminkan
kehendak bebas pemilih. pada studi Pemilu berintegritas, terdapat majemuk penafsiran
tentang konsep tadi. Norris pada Rahmatunnisa (2017) memetakan ancka macam pandangan
baru yang tidak selaras asal sub-sub kajian dalam ranah studi ini. Beberapa ide tadi




merupakan apakah menyangkut pelanggaran hukum Pemilu, malpraktik administrasi Pemilu
ataukah pelanggaran terhadap nilai-nilai normatif pada bingkai demokrasi liberal.

Selanjutnya, Norris pada Sweinstani (2019) pun menyampaikan bahwa substansi Pemilu
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ancaman, kecurangan (fraud), diskriminasi, manipulasi suara, bahkan praktik administratif
yang dapat menghambat kebebasan dan hak-hak pemilih. Situasi konflik politik lokal dan
nasional, konflik dan bentuk rejim politik adalah hal yang dapat mengancam implementasi

norma-norma universal Pemilu. Hal yang sama juga dapat terjadi jika penyelenggara Pemilu

23




tidak netral atau menjadi bagian dari rejim yang tidak demokratis tersebut maka Pemilu tidak

berlangsung sesuai sesungguhnya (genuine). Dari perspektif ACE Project dalam Rohwerder

Pemilu, peserta Pemilu, pemilih dan pemangku kepentingan terikat secara normatif dan etis
terhadap implementasi Pemilu berintegritas. Namun hal ini tidak cukup karena dalam realita
terjadi praktik-praktik yang dapat mendistorsi tujuan menuju Pemilu demokratis. Asas-asas
di atas perlu diperkuat dengan asas-asas lain yang secara komprehensif diharapkan




menghasilkan Pemilu berintegritas. Dengan Pemilu berintegitas, legitimasi penyelenggara
dan hasil-hasil Pemilu akan kuat dan dapat diterima oleh publik. Artinya, di balik Pemilu

berintegritas, akan muncul kepercayaan yang bahwa Pemilu telah dilangsungkan sesuai
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Akuntabilitas dalam Bahasa inggris biasanya disebut accountability yang dapat
diartikan sebagai “yang dapat atau bisa dipertanggungjawabkan” atau dalam kata sifat

“disebut accountable. (Susanto, 2004) Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban untuk

25




memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki
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makna ketepatan dalam penyajian data terkait Pemilu, scperti data pemilih terdafiar.
Ketepatan data pemilih menjadi legitimasi penyelenggara di mata publik karena semakin
tepat atau akurat data pemilih, semakin besar pemilih yang dicakup sebagai pemilih sah
(eligible). Dalam isu akurasi adalah pemutakhiran data pemilih sementara (DPS) menjadi

daftar pemilih tetap (DPT) yang dilakukan KPU. Mengingat model pendaftaran pemilih di

26




Indonesia bersifat pasif, maka dibutuhkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang
dilakukan oleh tenaga ad hoc yang menjadi tumpuan kerja lapangan KPU. Adanya akurasi
data pemilih dapat mencegah potensi pemilih giluman (ghost voter) yang memanfaatkan

pengisian jabata //’&wo..
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Dalam kerangka pemikiran s panilis SIPOL dalam
mewujudkan pemilu yang berintegritas dalam spesifikasi bagian proses verifikasi peserta
pemilu dalam pemilihan legislative 2019. Untuk mengikur penelitian ini penulis
menggunakan teori dari Ramlan Surbakti mengenai pemilu yang berintegritas. Dengan
memperhatian beberapa indikator yaitu Transparan, Akuntabel, Jujur dan Akurat Berikut

merupakan kerangka pikir yang akan menjelaskan alur penelitian :
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SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian dengan meneliti bagaimana

SIPOL digunakan guna mencapai PEMILU yang berintegritas.
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D. DESKRIPSI FOKUS PENELITIAN

. Pemilihan legislative merupakan suatu pemilihan yang diselenggarakan untuk
memilih anggota DPR, DPD, DPRD Proyinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
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objektif secara menyeluruh dan terfokus pada lapangan penelitian. Penelitian jenis ini

memerlukan daya analisa tinggi terhadap situasi yang terjadi pada lapangan terutama hal-hal
yang berfokus dan berkaitan langsung dengan topik penelitian (Sugiyono, 2007).
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2. Tipe Penelitian
Adapun tipe yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif
kualitatif yaitu tipe penelitian yang menghafuskan adanya pendeskripsian utuh dan

menyeluruh tersebut akan mem
mampu menjawab permasalahaz
C. Sumber D

noh S L s
Sumber ds @\ﬂ\‘;’hllé

e eoniber Satk peaslitia
dﬂlﬂmpﬂﬂﬂ [ A \\\,7\ T _ J"’f‘j‘v}"‘f/r
1. Data Prim: .,
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yang akurat. Da@p - sangat menen v iar 3 data yang

\ AN 2

narasumber atau informan penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung sebab berisi dengan informasi pendukung
yang bersifat sebagai informasi tambahan atau pendukung dari data primer. Meskipun
sebagai sumber pendukung tetapi data sekunder juga tidak boleh dianggap tidak penting,

31




karena tanpa adanya data sekunder data primer akan patut dipertanyakan keabsahannya.
Dalam penelitian ini diperoleh dari studi literature serta pendokumentasian dalam
pengambilan data penelitian.

D. Informan Peneltian

Purposive sampling ja\ma g/ b dapat memberikan

informasi yang aku suar D\ penek genai 8 " | Partai Politik

dalam m il 1 \“&\'\\'\iii"[//(/' 1 da litian 1m
\\\ W\ A Y Of //

sebagai be \ SRS

3 Kepala Subbagian Pencalonan Presien dan
Wakil Presiden, DPD dan PAW DPD




E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bisa dilakukan dengan berbagai peraturan dan berbagai sumber

F. Teknik Analisis Data
Proses dalam mencari juga menyusun secara sistemanis data yang telah diperoleh dengan
cara mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori lalu memaparkannya dalam bentuk
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unit yang penting dan diberi kesimpulan agar dapat dengan mudah dipahami oleh peneliti
maupun orang lain (Sugiyono, 2007). Analisis ini dilakukan dengan mencari data-data
mengenai SIPOL dan Pemilu berintegritas dalam p

\ & '
jitnd "'I/
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fitur koding ini digunakan untuk memberikan kode atau tanda pada data media sosial yang
memiliki kata-kata penting berkaitan dengan tema yang dipilih oleh peneliti.




G. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya digunakan dalam untuk

mengontrol/ atau mengecek pekerjaan apakah data yang sudah ada sudah
benar atau belum.
c. Trigulasi: Pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari

berbagai sumber dengan berbagi waktu (Wiersma, 1985) Menurut Sugiyono
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jadi i sumber, teknik pengumpulan
(2007) Trianguiasi dibagi menjadi; triangulasi
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BAB IV

_ HASIL DAN PEMBAHASAN
A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab Ini menyajikan lokasi penelitian yang meliputi latar belakang lembaga

Komisi Pemilihan Umum F / R1) dan Sistem Informasi Partai

il adalan

Nomor 22 Tahun 2007 tentang penelenggaraan PEMILU diatur juga

mengenai  KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai

penyelenggara PEMILU yang permanen.,
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Tugas dan Kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia:

Dalam Pasal 10 UU nomor 3 tahun 199 dan keputusan Presiden
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Selanjutnya dalam pasal 2 pada keputusan presiden atau KEPRES
no 1 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf yang mengatakan :
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o Tugas dan kewenangan lainnya ditetapkan pada UU nomor 3
tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Tuhle 3.3 Serokine Biro Tekniy Penyvelengeara PEMILLU KPU RE

Melgia Carolina Van Harling | Kepala Biro
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Tunjung Yulianto

Yulia Sari, S.IP_M.SI

Kepala Subbagian Pencalonan
Anggota DPR, dan DPRD dan
PAW




Presiden  dan Wakil
Presiden,DPD dan PAW DPD

Kepala Subbagian Partai Politik
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2. Tinjauan Umum mengenai SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(STPOL)

Pasal 1 Angka 30, disebutkan bahwa SIPOL merupakan “seperangkat sistem
dan teknologi informasi unt /\

( ";’"", [LSAT
B aas U Y

Ars |ul.\\_
7’” V‘ r'; l “‘\“
v e ®
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|

internal, profil parpol, manajemen anggota, manajemen pengurus parpol,
manajemen kantor parpol, cek kegandaan, dan cetak formulir.
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Toble 4 4 fitur dolam SIPOL sumber

Cotatan verifikosi

parpol 2019

NO

FITUR

KETERANGAN

Manajemen Pengguna Internal

Berfungsi untuk menambah mengurangi,
atas melihat jumlah pengguna aplikasi

2

Profil Partai Politik

Berfungsi untuk mengisi dan melihat data |
partai; Nama partai, ad/art alamat, SK

Manajemen Anggota: a) Input/
Upload anggota danb) download
template file excel

Untuk mengunggah dan melihat data
‘anggota; seperti nama, nomor induk
kependudikan, nomor keanggotaan partai,
temoat tanggal lahir, jenis kelamin, status
_perkawinan, pekerjaan, alamat

Manajemen pens(irus partai politik

Isinya untuk mengisi kepengurusan partai
dari ketua umum, sekjen. bendahara umum
di tingkat pusat, pengurus inti di tingkat
provinsi, serta kabupaten/kota dan di
kecamatan

Manajemen Kantor Parpol

Mengisi alamat kantor dan mengunggah

Cek kegandaan: a) pemeriksaan
kegandaan identikdan b)
pemeriksaan potensi ganda

Untuk memeriksa kegandaan dan potensi
kegandaan. Potensi kegandaan bermakna
jika ada kesamaan NIK. Sementara itu,
ganda identic jika elemen data yang ganda
ialah akumulasi dari: nama, NIK, Jenis
kelamin, serta tempat tanggal lahir.

Cetak Formulir

Berfungsi untuk mencetak data yang sudah
terekam di SIPOL guna dibawa pada saat

pendaftaran parpol peserta pemilu 2019

Pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019, KPU
menerapkan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Tidak mudah memang
mendorong perubahan,. Dalam pandangan penyelenggara, tanpa SIPOL, akan menjadi

sangat sulit untuk memeriksa dokumen dan data pemenuhan syarat parpol peserta pemilu
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yang mencapai jutaan unit. Pemeriksaan secara manual bisa saja dilakukan, tetapi itu berarti
butuh waktu yang lebih banyak, sekaligus dengan risiko ketidakakuratan yang lebih besar
pula dibandingkan jika menggunakan SIPOL se

benar-benar baru karena sempat diperkenal ﬂarmparpulpesml’emilu
2014, tetapi saat itu SIPOL ta / cTap: ) mas|

resistensi dari parpol s '/f S MUK~ ny
ndon ; k\c“"'{//l »

\ d
Wiy e

agai alat bantu. SIPOL bukan sesuatu yang

tentunya dengan dukungan jajaran kesektariatan Jenderal KPU. Hal ini selaras dengan hasil
wawancara dari narasumber yang mengatakan:

“Pada tahun 2012, menjelang Pemilu 2014, para pengurus partai politik yang
dimandatkan oleh pimpinan parpol untuk mengurus pendaftaran calon peserta
pemilu, memasukkan data kepeng urusan, data kantor, hingga jumlah anggota partai
politik  yang menjadi syarat menjadi peserta pemilu ke laman daring




hitps:/isipol.kpu.go.id. Hanya saja, saat itu, sistem ini belum sepenuhnya bisa
diterapkan seperti yang diharapkan KPU. Sebab, SIPOL menghadapi penolakan dari
para pengurus partai politik calon peserta Pemilu 2014 yang merasa masih kesulitan
menggunakan sistem ini. " — Kepala Bagian Pengelola Peserta PEMILU

Dalam pasal 32 PKPU Nomor 8 Tahun 20
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verifikasi data pencalonan peserta pemilu, Point parameter dari Transparan dan Akuntabel
harus dijunjung tinggi guna mewujudkan pemilu yang berintegritas. Berdasarkan uraian
tersebut, merupakan seluruh komponen yang terkasit dalam mewujudkan PEMILU
Berintegrtias di Indonesia.
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1. TRANSPARANSI
Transparansi dapat didefinisikan bahwa masyarakat dapat melihat,

mendengar serta membaca apa yang erjakan oleh penyelenggara PEMILU.

Ketransparansian PEMILU bisa /\ ansparansi jika suatu data dapat

diakses oleh seluruh ms / \ Ak Kebkian
data dapat meni "/\f‘:-\nq MUH4 \"“. ang tidak erbatas

] L]

atas dats

A./ P

i d

elal ‘7':}"',_ wishy Eni
b d ‘:\ {
J
W"’?’,i1 ¥
V. e

ketrasnparansian dengan apa saja informasi yang kita olah akan di
publikasikan kepada masyarakat. Adapun hal ini, berkas yang diolah sipol
akan di up pada infopemilukpu.go.id milik KPU RI” Kepala Bagian
Pengelola Peserta PEMILU




Walaupun laman aplikasi SIPOL dan laman publikasi berbeda, tapi pemuatan data yang ada
di laman infopemilu sudah mewakili apasaja data yang perlu dan harus diketahui oleh
masyarakat luas. Masyarakat awalnya memberikan saran bila sistem tersebut harus dibuka
dengan alasan dapur dan ketakutan ¢ stem yang dapat mencuri akses
oleh pihak yang tak L

e Tahap Penelitian Pencalonan
e Daftar calon sementara
e Perubahan DCS

e Daftar Calon Tetap dil
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Informasi yang dimuat merupakan hasil dari tahapan verfikasi partai politik melalui aplikasi
SIPOL yang dimana SIPOL ini dapat diakses oleh calon peserta pemilu untuk melakukan

Nz

&
VAT
'

Wiy

¢ Penerimaan perbaikan dokumen persyaratan
 Dokumen Persyaratan PARPOL oleh KPU

* Verifikasi administrasi perbaikan KPU & KPU Kab/Kota
* Verifikasi Administrasi Perbaikan di KPU




e Verifikasi Administrasi Perbaikan di Kab/Kota

¢ Penyusunan & Penyampaian Hasil Vermin KPU Kab/Kota kepada KPU

data milik kami. Jikalau gak cocok, nanti kami kembalikan dahulu.” — Kepala Sub bagian

Partai Politik Peserta PEMILU.

Data parpol dalam pelaksanaan pemilihan legislative yang memenuhi serta tidak
memenuhi syarat dalam cakupan nasional bisa dilihat dalam lampiran berikut :
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629859

7023

511

34

100(34/34)

32(8/25)

PERINDO

PERSATUAN
INDONESIA

27

SUMBER infopemilu.go.id

Merah: tidak memenuhi syarat kuota perempuan




Data tersebut terlampir dalam verifikasi administrasi terdapat parpol yang tidak
memenuhi syarat untuk melanjutkan diri dalam verifikasi factual. Proses dalam verifikasi

pKASQq"
N Ah,,

ak membuat secara otomatis
dari 12 parpol lama dan 4 parpol baru bisa lolos dengan mudah dalam pelaksnaan pemilu
2019. Dalam hal ini munculnya tidak sedikit kritik yang ditujukan kepada pihak
penyelenggara dikarenakan perubahan metode verifikasi data parpol. Sesuai langsiran dari
catatan verisikasi parpol pemilu 2019, beberapa parpol mengajukan gugatan kepada Bawaslu




lalu diproses melalui MK namum MK melalukan pembatalan kepada ketentuan UU yang
menyatakan parpol yang lolos verifikasi pemilu terakhir tidak lagi perlu diverifikasi.
Pelaksanaan pemilu dengan menggunakan metede verifikasi yang baru hendak bertujuan

Oe==a >
/ 'ov /, lv“\\ "o 7§
JARERAR | 8 2]

penilaian transparansi dimana masyarakat dapat mengikuti alur verfikasi pendataran calon
peserta pemilu. Tapi adapun ketidakpuasan dalam perubahan metode verifikasi sangat

merugikan oleh partai baru yang ingin menjadi peserta pemilu karena mengganggap dapat
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mengakali hukum dan berkompromi sehingga nilai transparan dan akuntabel dinilai kurang
dalam pelaksanaannya dalam pandangan parpol baru,
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& LAWK RE leb
ri 1.4 Ho

kepada masyarakat guna meningkatkan kedua nilai yang tinggi. Dimana verifiksai dan
penetapan peserta pemilu diumumkan kepada media massa serta situs infopemilu.go.id.
Adapun rincian data tahap pengajuan sampai penetapan peserta pemilu sebagai berikut:
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TAHAP PENGAJUAN PARPOL DALAM
PEMILIHAN LEGISLATIF (REKAP DPR)
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Figure 4.2 a‘rﬁlrp_r!l' trifeext oleri pitrpl ditdiamm tihap penedin dalam pemilthan logolanil DER sumber infopemiingo.id

Dalam dua grafik diatas pihak penyelenggara tetap mempublikasikan hal-hal rekapitulasi dari
proses pencalonan peserta pemilu di tahap verifikasi faktual. Proses tersebut harus dilalui




oleh calon peserta pemilu. Dalam tahap ini peserta pemilu mengajukan data sebagai calon
peserta pemilu lalu dilakukan tahap pengecocokan data untk pertama dan disesuaikan dengan
{nerah lihan: Hasil grafik di

pml ang L 33N ¥ .‘.-_v r \f, ‘1 r, ;‘y",l,
%\\\\\lllhll/é ]
2017 dengs 2 SN\ Y Y 8
gengs : ne |_.\_*\.’ 1?\:;‘“ ‘// ',"'i\v(‘}r;;&i i
di Indonesia : :
A2 AV
identitas dem sura, Dengan konsep reward dari p
Ui\
litik van@tiiRan: ./,/f”” !\‘\\
partau politik yai i rginkan untuk n

dikatakan bsesuai dengan wawancara dengan narasumber disini adalah:

“Partai politik banyak yang mendahului tanggal pendafiaran verifikasi dan
Juga tidak sedikit yang mendafiar saat detik-detik akhir pendaftaran calon
peserta pemilu” - Kepala Sub Bagian Partai Politik Peserta Pemilu
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Hal ini dijelaskan lebih lanjut berdasarkan pula catatan aktivitas verifikasi

kebanyakan partai baru mulai menginput data ke SIPOLhanya beberapa hari menjelang

pukul 12:17:24

28 September 2017 pukul

14:23:38
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6 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 27  September 2017:
pukul 20:47:05
7 Partai Demokrat 28  September 2017:

\\\‘\\'h,///

N\
\“p\KAbs4 70

pukul 17:31:00

14 Partai Amanat Nasional 02 Oktober 2017: Pukul
16:53:54
15 Keadilan dan Persatuan Indonesia 03 Oktober 2017: Pukul

13:42:31




16 | Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia | 30 September 2017 Pukul
07:51:58
17 | Partai Kongres 05 Oktokber 2017 Pukul

=
RAla S.l,w .U.H'q%}"

19:25:57

28 September 2017 Pukul

2 Oktokbe:

24 Partai Islam Damai Aman 30  September 2017
Pukul: 16:47:57
% T —

13 Oktober 2017: Pukul
11:00:03
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26 Partai Rakyat 09 Oktokber 2017; Pukul
19:18:34
27 Partai Nasional Indoesia 10 Oktokber 2017; Pukul

18:53:55

pemilu jauh dari hari sebelum pendataran, Selain itu juga, SIPOL dapat diakses kapan

saja dan dimana saja, selama mereka bisa mengakses jaringan internet serta parpol
di tingkat pusat jadi bisa mengurus data internal kepengurusan partai di tingkat
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provinsi serta kabupaten/kota. Pernyataan ini kembali selaras dengan hasil
wawancara dari narasumber yang mengatakan:
aan SIPOL dapat menjadi trasparan dan

1 menjalankan proses penginputan data
n Partai Pﬂ].iﬁk PBSBI'IH. Pemilu

“Dalam Sisi Partai Politik, pengg
dapat menjunjung akuntabilitas da
verifikasi parpol - Kepz i

bila ada kelihan dari penggunaan, maka KPU selaku pihak penyelenggara bisa

mempertanggungjawabkan. Selain itu, dalam pengimplementasian SIPOL juga akan
bisa menciptakan manajemen kepartaian yang modern. Serta mudah dalam
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pemenuhan persyaratan dan dapat akuntabel terhadap hasil. Hal ini juga selaras
dengan Wawancara dari narasumber selaku kepala bagian yang mengatakan:

sesuai dengan parameter yang disebut dari Ramlan Surbakti 2014 dalam indikator

PEMILU berintegritas, Yang dimana hal ini menjadi hal kelalaian dari pihak

penyelenggara bila terjadi hal pengurangan atau penambahan.




Salah satu latar belakang diciptakan aplikasi SIPOL ini dengan mencegah adanya
kegandaan data, kesalahan data dalam verifikasi serta kesalahan data kepengurusan

dalam tingkat pusat atau provinsi/kabupaten-kota. Hal ini disampaikan sesuai dengan

/\ -- 7 daiwn memeriksa

wawancara dari narasumber yang n

“SIPOL ini diciptakan i /

dﬂtﬂ Ierkﬁn.w&' dﬂfﬂ' -' A 'ﬁ w : 'l ; Wkﬂ‘ﬂ
data ada banyak " p (_’\:‘ 4 /lﬁ/ Mpencapai jutaan
unit, Kalau mg wl kit lama 4 ot lebih besar
disbanding : \' an Peserta

Pem A""'
\ i

Subbagian Pencala .
Dengan begitu, hasi] untuk mer randa soota dalam erifikasi calon peserta
pemilu mencapai titik keakuratan yang lebih disbanding dilakukan secara manual. SIPOL
juga memungkinkan pemeriksaan kegandaan anggota ini menjadi berbasis populasi, dimana
hal ini cukup mustahil dan memakan waktu banyak bila dikerjakan dengan manual.

Pengefektivitasan sumber daya dengan menggunakan sistem sebagai wujud kebaruan dalam
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zaman modern membuat penggunaan sistem ini bisa menjaga keakuratan dalam melakukan

SIPOL juga dapat
dalam kegiat:
W Atdladll 5adl LT a0l Crass Ol '\\-\\‘.“'
\\‘\%\ Sl
Table 4.7 Dt R Nt R
ND ..........
1
2
3 12 Okt 2017
4 |16 Oktober 2017 | 04: : 4.27 v Beban server aplikasi
tinggi
5 16 Oktober 2017 | 14.17 wib 14.23 WIB Beban server aplikasi
.
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6 16 Oktober 2017 | 14.51 WIB 15.03 WIB Beban server aplikasi

7 16 Oktober 2017 Beban server aplikasi
_—

8 16 Oktober 2017

9 16 Oktok

10 |16

12 | 16 Okto

13 | 17 Oktokber 2(

14 | 17 Oktokber 2017 | 13.05 WIB 13.07 WIB Beban server aplikasi
tinggi

15 | 17 Oktokber 2017 | 13.57 WIB 14.01 WIB Beban server aplikasi
i
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16 | 17 Oktokber 2017 | 18.51 WIB 19.05 WIB Beban server aplikasi
tinggi
17 | 17 Oktokber 2017 | 19.15 WIB X Beban server aplikasi

tinggi

18 | 17 Oktokber 2017 Beban server aplikasi

\<P~3 ""“”‘W
& N\P‘” “’*’4
\\\\“' 'h///

19 |17 Oktob
<

20 |17

- ..
\ 7

-7 "

7N N

wd‘

/;,2
////'lm\‘\\\\
'! ' &

“Aplikasi ini, kami menggaet pusikom UI dan BPPT guna menjamin adanya
keamanan serta wujud dari sistem ini bisa di sesuai dengan tujuannya.” — kepala subbagian
bagian pengelolaan peserta pemilu dan partai politik
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Crash sistem menjadi sorotan dalam pembacaan laporan atas tanggapan 10 parpol
dalam sidang adanya dugaan pelanggaran administrasi. Crash ini dinilai sebagai titik

Padahal jika ditilik kembali dalam pasal 12 C UU Pemilu pihak penyelenggara atau

KPU diberikan wewenang untuk membuat serta menyusun PKPU dalam pelaksanaan setiap
tahapan PEMILU. Tidak hanya itu, hal ini kembali selaras dalam pasal 7 tahun 2017 yang
mengatakan bahwa KPU diberikan wewenang untuk menyusun segala tahapan pemilu.
Artinya dalam dugaan malpraktik yang diajukan oleh parpol menuntut untuk tidak
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Aplikasi SIPOL ini pula dalam pelaksanaannya untuk mencegah dalam adanya
kegandaan data dari partai politik yang sedang melakukan verifikasi. Temuan data tersebut
akan menjadi dasar atau acuan pelaksanaan verifikasi administrasi bagi pelaksana
penyelenggara sebelum memutuskan data anggota suatu parpol ini memenuhi syarat (MS)

atau tidak memenuhi syarat (TMS) Dalam pelaksanaan PILEG 2019 data verifikasi parpol
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juga dipublikasikan pada laman infopemilu.kpu.go.id dimana hasil dari data verifikasi
lengkap dan tidak lengkap merupakan data input yang kembali di periksa oleh SIPOL dan
pihak penyelenggara. Adapun data verifikasi lengkap dan tidak lengkap, dalam pelaksanaan

PILEG 2019 sebagai berikut :

Data lengkap | Data ddak lengkap

PAN X~ | Partn  Nasional Indonesia
Marhaenisme

BERKARYA PPB

| PDI PERJUANGAN Partai Reformasi

PD Partai Republika Nusantara |

Gerindra i | Partai  Generasi —ﬁd_je—h-
Beusaboch  Tha'at Dan

Partai Garuda

| Partai Golkar

Hanura

PKS

PKB

Parta: Nasdem
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PPP

PSI

PERINDO

PA
|

PD ACEH

PARTAI NANCROE

ACEH

PARTAI SIRA

Dalam rckapitulasi parpol yang memenuhi dan tidak memenuvhi syarat dalam parpol
cakupan nasional dan lokal diatas bahwa adalah parpol-parpol yang tidak memenuhi serta
memenuhi kuota perempu4n dalam partai. Rincian tersebut membuat partai ada vang lolos
dan tidak dalam melewati tcknik sampling dari sistem. Hal ini keakuvatan dari sistem sudah
bisa dikatakan akurat dikarenakan dalam teknik sampling rersebul mencocokkan akumulasi
keterwakilan perempuan dalam partai sesuai dengan PKPU Nomor 6 2018 dengan jumlah

yang sudah diajukan oleh partai politik sesuai dengan SK kepengurusan partai politik.

4. JUJUR
Jujur sesuai asas dari PEMILU merupakan landasan dari PEMILU. Sesuai yang
tertuang pada UU Pasal 22 E ayat | dari UUD 1945 Jujur sendiri yang dimaksud

adalah apabila memberikan informasi yang sesuai. Atau hal yang benar terjadi atau

12




sesuai dengan kenyataan. Pada penyelenggaraan PEMILU dalam parameter Jujur
sendiri apa yang terjadi dalam verifikasi calon peserta pemilu akan diperiksa kembali

“Selain verifikasi data_dalan L kami juga akan mencocokkan data
dengan database I ketidak cocokkan akan dimintai
i sebe ta verifikasi” - Kepala

oD dan PAW DPD.

[ 1
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Tihle 4.9 HASIL ANALISIS NVIVE 12 PLUS

Crosstab Query - Results Preview

N,

g 'L\
% LAY =

-

\\\\‘| i n[// y
‘\\\ / /'/ / q 1 /

///’ul\\‘\\\

RI. Situs tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang ingin ikut mengawasi proses
verifikasi.

Selanjutnya dalam indikator akuntabel sebanyak 27,7% merupakan indikator kedua
yang memiliki presentase tertinggi setelah indikator tranparansi. Artinva, dalam
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pengaplikasian SIPOL ini juga didapatkan hasil bahwa akuntabilitasnya dapat dipertanggung
Jjawabkan, Sesuai dengan hasil wawancara juga yang mengatakan bahwa segala aktivitas
yang ada di dalam aplikasi ini dimulai dari aktivitas login sampai data crash sudah tercatat

llr \"‘ k =

////'lu \‘\\\\

Lalu terakhir adalah indikator jujur dengan presentase sebanyak 18% dimana sesuai
dengan hasil wawancara yang mengatakan bahwa SIPOL dimana setiap verifikasi dilakukan
dengan aplikasi SIPOL juga kembali diverifikasi oleh para pihak penyelenggara. Sehingga
hasil yang dipublikasikan kepada masyarakat luas adalah hasil yang tidak dikurang-lebihkan
dan sesuai hasil dari UU pasal 22 E ayat | mengenai asas pemilu JUIUR.
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Jikapadabagimvmiﬁkasidﬂakukmmmaﬂualmmggtmahnmamdehmpwdm
tidak dinyatakan memenubhi syarat tetapi setela melakukan verifikasi kembali menggunakan

kacamata atau metode yang baru dan ternyata memenuhi syarat maka KPU sebagai pihak

sering terjadi dalam proses administrative. Berupaya untuk mempelajari pokok-pokok
permohonan yang diajukan serta argumentasi lalu bukti-bukti yang diajukan kemudian
menyusun jawab atas gugatan tersebut dengan berbasis data yang sudah dikumpulkan juga
oleh TIM KPU. Dan menghindari potensi gugatan atau sengketa, pihak penyelenggara
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berupaya mendokumentasikan segala kegiatan yang terjadi selama pendaftaran PARPOL
berlangsung. Adapun dalam status pendaftaran PARPOL peserta PEMILU 2019 yang dibagi

At

7@‘

melanjutkan kedalam verifikasi factual. Namun dalam pengumuman peserta yang lolos tahap
administrasi, parpol yang tidak lolos dalam tahap ini mengajukan gugatan sengketa
dikarenakan adanya malpraktik dalam penggunaanya karena tidak discbutkan dalam
Undang-undang mengenai pemilu dan dinilai tiba-tiba muncul dalam peraturan KPU No 11
Tahun 2017 tentang proses verifikasi dan penetapan peserta pemilu 2019 yang dimana
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diutarakan oleh Partai Idaman, PBB dan PPPI dalam Portal NASIONAL TEMPO (Putri,
2017) persoalan ini kembali dibawa ke bawaslu sebagai pihak pengawas pemilu dan
mengeluarkan surat nomor 0890/Bawaslu/PM.00.00/1X/2017 tertanggal 29 September 2017

i

tanggapan balasan KP

kepemiluan

PEMILU

akuntabel ke \ *

calon peseria ko ’ //’/ &Uw\s %\‘\\.\ ______
A

2019 dengan meng; ki seba @.

4KaAN DAY

Dengan menilik penelitian terdahulu juga penerapan alat bantu untuk melakukan verifikasi
data calon peserta pemilu sangatlah berguna. Dilampirkan untuk mencegah malpraktik serta
menjunjung tinggi ke-transparansian dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu di
Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya tak sedikit mengatakan bahwa
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pengimplementasian SIPOL pada pemilu 2019 dinilai tidak siap dikarenakan kurang
‘berimbangnya verifikasi yang menguntungkan partai politik lama dan menyulitkan proses




......

memantau serta turut mengawasi jalannya proses pendaftaran calon
peserta pemilu. Namun dalam sisi Parpol sendiri untuk menjadi
peserta pemilu dalam pengimplementasian Sistem ini dinilai tidak

siap dan tidak berimbang. Hal ini dikatakan bahwa kegiatan seperti




mengakali hukum dan berkompromi bisa saja terjadi dan membuat
nilai ketransparansian dalam implementasi sistem ini berkurang.

AT

1 pelal -,,,“”,.-“: _“" N n,
R
(e

2

2) Pihak penyelenggara Pemilu harus terus mengembangkan invoasi

Sistemn Informasi Pemilu sehingga dalam proses tersebut hal-hal

yang dapat mengganggu seperti gangguan server dapat diatasi lebih
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cepat sehingga dapat menghasilkan suatu pemilu yang akurat dan
akuntabilitas serta menjadi pemilu yang modern dengan
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* WAWANCARA DENGAN NARASUMBER
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PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber:

* Kepala bagian pengelolaan Pese
. Kepalnmhhnghnl’u‘tn_i?

menjelang pemilihan umum?
10. Apasaja informasi yang bisa dimuat oleh khalayak umum di aplikasi SIPOL?
I1. Apasaja informasi yang tidak bisa dimuat oleh khalayak umum dalam aplikasi tersebut?
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